
 
 
 
 

 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 35 TAHUN 2015 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEJABAT STRUKTURAL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi 

Manajerial Pegawai Negeri Sipil, maka perlu 

melaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi 

Manajerial Pegawai Negeri Sipil bagi Pejabat Struktural di 

Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Walikota Bukittinggi tentang Standar Kompetensi 

Manajerial Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bukittinggi. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

  2.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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  3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6);  

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15); 

  6. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil; 

  8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10); 

  9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9); 
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  10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 

Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10); 

  11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11); 

  12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI 

MANAJERIAL PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah . 

4. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/ fungsi 

jabatan. 

6. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/ fungsi jabatan. 



 4 

7. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial 

minimal yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 

tugas jabatan. 

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja. 

Pasal  2 

Standar Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bukittinggi memuat informasi standar kompetensi yang harus dimiliki 

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

(1) Standar Kompetensi Manajerial Pejabat Struktural dilaksanakan pada 

jabatan eselon II, III dan IV yang berada pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

(2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

: 

: 

Bukittinggi 

16 Desember 2015 

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI, 

dto 

 

ABDUL GAFAR 

 

      

Diundangkan di 

pada tanggal 

: 

: 

Bukittinggi 

 16 Desember 2105 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 

                           dto 

 

YUEN KARNOVA 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 35 


